
MENTERIKEUANGAN 
REPUBUK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 89 /PMK.05/2021 

TENTANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 

tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan 

lembaga; 

b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

melalui Surat Nomor T/682/M/KU.02.02/2019 perihal 

Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan 

usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum 

Universitas Negeri Medan pada Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Mengingat 

- 2 -

Co bahwa usulan. tarif layanan Badan Layana:n Umum 

Universitas Neger:i Medan pada Kernenterian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset1 dan 'feknologi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dibahas 

dan dikaji oleh Tim Penilai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalan:1 hu.17_1.f a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peratu:ran Menteri Keuangan ten.tang Tarif 

Layanan Badan Layanan Umu:rn Universitas Negeri 

Medan pada Kementerian Pendi.dikan, Keht1dayaan, 

Riset, dan Teknologi; 

L Pasal 17 ayat (3) lJndang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 'l'ahun 1945; 

2. lJndang-lJndang Nomo:r 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaa:n Negara {Lemba.ra.n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Ker:nenterian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomo:r 166 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Norn.or 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keu.a:ngan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Non10r 48, Tambaha:n Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimar1a telah diubah 

dengan Pe:raturan Pemerintah Nomo:r 74 Tahu.n 2012 

tentang Pe:rubahan atas Peraturan Pemerintah Nor.nor 

2;3 Tahun 2005 ten.tang Pengeloiaan Keua:ngan Badan 

Layanan U1:r1um (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nornor 171, Ta:mbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

5, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kem.enterian Keuangan (Lern.baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 No:mo:r 98); 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomm: 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kern.enterian 

Keuangan (Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1862) sebagai.m.ana telah beberapa kali 

diubah terakhir d.engan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.01/2019 ten.tang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Mente:d Keuangan Nomo:r 

217 /PMK0l/2018 tentang O:rganisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 

7. Pe:raturan Mente:ri Keuangan Nornor 129/PMK.05/2020 

tentang Pedo:rnan Pengelolaan Badan Layanan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norn.or 

1046); 

MEMUTUSK}\N: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF 

LA.YANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI 

MEDAN PADA KEMENTERIAN PENDIDU{AN, KEBUDAYMN, 

RISE'I', DAN TEKNOLOGL 

Pasal 1 

Tarif layanan Badan Layanan Urffum Universitas Nege:ri 

Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi :rner-upakan imbalan atas jasa layanan yang 

diberikan oleh Badan Layanan Umu:m Universitas Negeri 

Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi kepada pengguna jasa. 

Pasal 2 

Tarif 1ayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 te:rdiri 

atas: 

a. tarif layanan. akademik; dan 

b. tarif layanan penunjang akademik. 
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Pasal 3 

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf a terdiri atas: 

a. tarti.f seleksi ujian masuk; 

b. tarti.f uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana; 

c. ta:t1if program pascasarjana dan program profesi; 

d. tarrif sumbangan pengembangan institusi (SPI); dan 

e. tarrif layanan akademik lainnya. 

Pasal 4 

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: 

a. ta:t1if penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana 

olahraga, dan sarana kesenian; 

b. tari.f penggunaan peralatan dan mesin; 

c. tarti.f penggunaan sarana transportasi; 

d. tariif rumah sakit atau klinik; 

e. tariif laboratorium; 

f. tarif pelatihan, kursus, dan konsultasi; 

g. tatiif penelitian dan pengabdian masyarakat; 

h. tariif percetakan dan penerbitan; 

i. tadf pengembangan bahasa; 

j. tard.f perpustakaan; 

k. tadf penggunaan keahlian sumber daya 

manusia/ tenaga ahli; dan 

1. tati.f hak atas kekayaan intelektual. 

Pasal 5 

( 1) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana 

dan program profesi, dan tarif layanan akademik 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Penetapan tarif seleksi ujian masuk, tarif program 

pascasarjana dan program profesi, dan tarif layanan 
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akadernik lainnya se bagaimana dirnaksud dalam Pas al 

:; hu1uf a, huruf c, dan huruf e mempertimbangkan 

daya beli, minat, kebutuhan operasional pe:rkuliahan, 

kurikulum, akreditasi, dan/ atau tarif kom.petitor, 

(3) Ketentuan lebih lartjut mengenai tata cara penge:naan 

ta:d.f seleksi 14\jia:n masuk, tarif program pascasa:i:jana 

dan program pmfesi, dan tarif layanan a.kademik 

lainnya sebagahnana dimaksud pada ayat (2) diatur 

oleh Rektor Badan Layanan Um.um Universitas Negeri 

Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Tek:nologi. 

Pasal 6 

( 1) Ta:rif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana 

sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 3 huruJ b 

m.engikuti Peratu.ran Menteri Pendid.ikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi yang mengatu.r mengenai biaya 

kuliah. tungga1 dan uang kuliah tunggal pada 

perguruan tinggi negeri di lingk:ungan Kemente:rian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

(2) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana 

sebagaimana dimak:sucl pada ayat (1) untuk Kelompok 

I dan Kelompok II serta mahasiswa penerima Kartu 

Indonesia Pintar Kuliah dikenakan kepada paling 

sedikit 20% (dua puluh pe:rsen) dari jumiah selun1h 

:mahasiswa banL 

(-3) Penetapan tarif u.ang ku:Uah tunggal program diploma 

dan sar:jana sebagairr1ana dimaksud pada ayat (2) 

tersebar pada setiap prograrn studi dengan ketentuan 

pada setiap program studi terdapat paling sedikit 10% 

(sepuluh pe:rsen) da:ri jumlah kuota mahasiswa baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pasal 7 

(l) Pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi 

(SPI) sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 huruf d 
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mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi yang mengatur surn.bangan 

pengernbangan institusi (SPI) di lingkungan 

Kem.enterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

TeknologL 

(2) Pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi 

{SPI) sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 

kepada mahasiswa ditentukan berdasa:rkan 

kemampuan ekonomi: 

EL mahasiswa; 

b. orang tua mahasisw-a; dan/atau 

c. pihak lain yang membiayai mahasiswa. 

(3) Pe:ndapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif 

surnbangan pengembangan institusi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasa1 3 huruf d digt1nakan untuk 

pengembangan sarana dan prasarana Badan. Layanan 

Urnum Universitas Nege:ri Medan pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Pasal 8 

(1) Ta:rif layana11t akademik sebagaimana dim.aksud dalam 

Pasa1 :3 bedaku. untuk mahasiswa :mulai angkatan. 

tahun 2021/2022, 

(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud da.lam 

Pasal 3 untuk xnahasiswa sebelum angkatan tahun 

2021 / 2022 ditetapkan dengan Keputusan Rektor 

Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

TeknologL 

Tarif layanan akademik llntuk: mahasiswa sebelum 

angkatan tahun 2021 / 2022 sebaga.imana dimaksud 

pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif 

rnahasiswa angkatan tahun 2021/2022, 
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Pasal 9 

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud 

dala:m Pasal 4 ditetapkan dengan Kepu.tusan Rektor Badan 

Layanan U:rnum Unive:rsitas Nege:d Medan pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologL 

Pa.sal 10 

Tarif penggu.naan lahan, n.mngan, gedung, sarana olahraga., 

da.n saran.a kesenian dan tarif pengg1xnaan peralatan dan 

mesin sebagaimana dimsJ::su.d dalam Pasal 4 hu:ruf a dan 

huruf b memperhitungkan biaya per unit ].ayanan dengan 

memperhatikan fasilitas dan/ atau harga pasar setempat, 

Pasal 11 

Tarif penggunaan sarana transpo:rtasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 hu:t7J.f c memperhitungkan biaya 

per unit layanan yang paling sedikit meHputi bahan bakar, 

penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/ atau ha:rga 

pasar setern.pat. 

Pasal 12 

'I'arif rumah sakit atau klinik sebagairnana dim.aksud dalam 

Pasi::tl 4 hu.:ruf d memperhitungkan biaya per unit layanan 

yang paling sedikit rneUputi bahan medis, a.lat medis, 

dan/ a tau tenaga medis. 

Pasal 13 

Tarif laborat:orium sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 4 

huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang 

paling sedikit meliputi bahan peng1Jjian, alat labo:ratorium, 

dan/ a.tau pendampingan :instruktu:r / tenaga ahli. 

Pasal 14 

Tarif pelatihan, kursus, dan kommltasi dan ta:rif penelitian 

dan pengabdian n:1asyarakat sebagaimana dimaksud dalam. 

Pasal 4 hun1ff dan hun1f g m.emperhitungkan biaya per unit 
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layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, 

peralatan, akomodasi, transportasi, dan/ atau 

pendampingan instruktur /tenaga ahli. 

Pasal 15 

Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan 

bahasa, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, dan huruf j 

memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit 

meliput~ bahan habis pakai, peralatan, dan/ atau tenaga 

ahli/tenaga kerja. 

Pasal 16 

(1) Tarif penggunaan keahlian sumber daya 

manusia/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf k ditetapkan berdasarkan kontrak kerja 

Sa.lllla antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas 

Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak 

pengguna jasa. 

(2) Institutional fee terkait tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling rendah sebesar 5% (lima persen) 

dari pendapatan bersih. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 

dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan keputusan Rektor Badan 

Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

Pasal 17 

(1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1 ditetapkan 

berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan 

Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada 
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi dengan pihak pengguna jasa. 

(2) Pembagian royalti te:rkait ta.rif sebagaim.ana dimaksud 

pa.da ayat (1) n1engikuti ketentuan pada Peraturan 

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan 

yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 

royalti paten kepada inventor. 

Pasal 18 

(1) Badan Layanan Umum Universitas Nege:ri Medan pada 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi dapat :memberikan jasa layanan di bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

rnasyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak 

penggunajasa melalui kont:rak kerja sama, 

(2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan dalam kont:rak kerja 

sam.a anta:ra Rektor Badan Layanan Umum Universitas 

Nege:ri Medan pada Kemente:rian Pendidikan, 

Kebudayaa:n, Riset, dan Teknologi dengan pihak 

pengguna jasa. 

Pasal 19 

(l) Badan Layanan Umum Universitas Nege:ri Medan pada 

Kementerian Pen.didikan, Kebu.dayaan, Riset, dan 

Teknologi dapat melakukan. kerja sarna. operasional 

dan/ atau kerja san1a manajemen dengan pihak lain 

untuk meningkatkan layanan jasa di. bidang 

pend:i.dikan, penelitian, dan pengabdia:n kepada 

masyarakat, 

(2) Ta:rif layanan kerja sama ope:rasional dan/ a tau kerja 

sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana 

d.imaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam ko:ntrak kerja 

sama antara Rektor Badan Layanan Umurn Universitas 
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Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak lain. 

Pasal 20 

( 1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat 

dikenakan tarif layanan paling rendah 125% (seratus 

dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara 

pe:ngenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga 

negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan 

UD.ilum Universitas Negeri Medan pada Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Pasal 21 

( 1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif 

lay;anan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif 

layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3. 

(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) paling sedikit meliputi: 

a. mahasiswa teladan; 

b. mahasiswa berprestasi nasional atau intemasional; 

c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/ atau 

d. mahasiswa terdampak kondisi kahar. 

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol 

Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi 

keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri 

Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi. 

(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan 

tariif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor 

Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada 
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Kemente:ria:n Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. 

Pasal 22 

Perjanjian/kerja sama antara Bada:n Layanan U:murn 

Universitas Negeri Meda.n pada I{ementerian Pendidikan., 

Kebudayaa11, Riset, dan Teknologi dengan ,-M.~---·~ pengguna 

dinyatakan iasa sebelum 
•" 

Peraturan Mente:ri 

tetap berlaku. sampai dengan berakhiniya perjanjian/kerja 

sarna. 

Pa.sal23 

Pe:raturan Mente:ri mu.lai berlaku setelah 15 (li:ma belas} 

hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri !Ill dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2021 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2021 

KEPALA BADAN 

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 770 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian , ·- ininistrasi Kementerian 

RIA SYAB (M 
NIP 0213,199703 1 001 
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LAMPERAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 89/PMK.05/2021 

TENT.A.NG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS 

NEGERI MEDAN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

TARIF LAYAl'jTAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

No. J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

1. Seleksi Ujian Masuk 

a. Program Diploma dan Sarjana Per Calon 300.000,00 

Jalur Mandiri Mahasiswa s.d. 

550.000,00 

b. Program Magister Per Calon 600.000,00 

Mahasiswa s.d. 

750.000,00 

C. Program Doktoral Per Calon 1.000.000,00 

Mahasiswa s.d. 

1.200.000,00 

d. Program Pendidilkan Profesi Guru Per Calon 300.000,00 

Jalur Mandiri Mahasiswa s.d. 

600.000,00 

e. Program Profesi Jnsinyur Per Calon 1.000.000,00 

Mahasiswa s.d. 

1.200.000,00 
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No. J enis Layanan Satuan Tarif {Rp) 

2. Program Pascasa:rjana dan Program 

Profesi 

a. Program Magiste:r 

Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan 

1) Ru:mpun Hmu SosiaJ Per Mahasiswa/ 7.500.000,00 

Semester s.d. 

12.000.000,00 

2) Rumpun Hmu Alam Per Mahasiswa/ 7.500.000,00 

Semester s.d .. 

13.000.000,00 

3) Rurnpun Ilmu Formal Per Mahasiswa/ 7.500.000,00 

Semester s.d. 

12.000.000,00 

4) Rumpun Ilmu Te:rapan Per Mahasiswa/ 7.500.000,00 

Semester s.d. 

13.000.000,00 

b. Program Doktoral 

Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan 

1) Rumpun Ilrnu Sosial Per Mahasiswa/ 12.000.000,00 

Semester s.d~ 

18.000.000,00 

2) Rumpun Ilmu Alam Per ]\/fahasisvva/ 12.000J)00,00 

Sem.ester s.d. 

18.000.000,00 

3) Rumpun Ilmu Formal Per Mahasiswa/ 12.000.000,00 

Semester s.d~ 

18.000.000,00 
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No. J enis Layanan Satuan Ta.rif (Rp) 

4) Rur.npun Ilmu Terapan Per M:ahasiswa/ 12.000.000,00 

Semester ~iod. 

18.000.000,00 

c. Program Pr-ofesi 

1) Program Pendidikan Profesi Per Mahasiswa/ 8,500.000,00 

Guru J alu:r Mandiri Sen1ester s.d. 

9.500.000,00 

2) Program Profesi Insin.yu.r Pe:r Mahasiswa/ 8.500.000,00 

Semester s.d. 

9.500.000,00 

3. Layai-ian Akademik Lainnya 

a. vVisuda Program Magister Per Mahasiswa 800.000,00 

s.d. 

1.000.000,00 

b. Wisuda P:rog:ram Doktoral Per Mahasiswa. 1.000.000,00 

s.d. 

1.200.000,00 

(' \Visuda P:rograrn Pendidikan Per Mahasiswa 200.000,00 

Profesi Gu.ru J alur Mandiri s.d. 

450.000,00 

d. Wisuda Program Prnfosi Insin:yur Pe:r Mahasiswa 200.000,00 

s.d. 

450.000,00 

e. Pengukuhan. Program Pendidikan Per Mahasiswa 600.000,00 

Prnfesi Gu.ru ,J alur Mandiri s.d. 

800.000,00 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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f. Pengukuhan Program Profesi Per Mahasiswa 800.000,00 

Insinyur s.d. 

1.000.000,00 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. / .,ru•;. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

K al B . /,,.';1r>,' ' .. ,.'if . • 
ep a ag1an . nun1stras1 Kementenan 

) 
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